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Abstract 

This article examines the needs and roles of librarians at the Library and Archives Office of Manado City in 
supporting the quality of local library services. This study employs a qualitative approach using in-depth 
interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal a mismatch between the ideal 
and actual number of available librarians. Many librarians do not possess an educational background in 
library science and are required to perform multiple tasks, which negatively impacts service quality, limits 
service innovation, and reduces the effectiveness of literacy programs. Furthermore, the challenges include 
limited budgets, lack of training and regeneration, and recruitment policies that do not align with 
competency needs. This study suggests the need for strategic policies in librarian workforce planning, 
competency enhancement, and service evaluation systems aligned with national library standards. 
Keywords: ibrarians, local libraries, information services, human resource management, literacy 

 
Abstrak 

Artikel ini menganalisis kebutuhan dan peran tenaga pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 
Manado dalam menunjang kualitas layanan perpustakaan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah ideal dan 
kondisi aktual pustakawan yang tersedia. Banyak pustakawan tidak memiliki latar belakang pendidikan 
kepustakawanan dan merangkap banyak fungsi, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan, 
keterbatasan inovasi layanan, serta rendahnya efektivitas program literasi masyarakat. Selain itu, 
tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan dan regenerasi, serta 
kebijakan pengangkatan pegawai yang belum mendukung kebutuhan kompetensi. Penelitian ini 
menyarankan perlunya kebijakan strategis dalam perencanaan tenaga pustakawan, peningkatan 
kompetensi, serta sistem evaluasi layanan berbasis standar nasional perpustakaan. 
Kata Kunci : Pustakawan, Perpustakaan Daerah, Layanan Informasi, Manajemen SDM, Literasi 

 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan lembaga vital dalam pembangunan sumber daya manusia karena 

fungsinya sebagai pusat informasi, pendidikan, pelestarian budaya, serta rekreasi intelektual. 

Keberhasilan sebuah perpustakaan dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada 

keberadaan pustakawan sebagai pelaksana utama pelayanan. Tanpa pustakawan yang kompeten, 

berbagai fungsi strategis perpustakaan sulit diwujudkan secara optimal. Hal ini menjadikan 

pustakawan tidak sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai sumber daya 

profesional yang menentukan kualitas interaksi antara masyarakat dan institusi informasi (Dunne, 

2019; Kine & Davidsone, 2022a; Samah et al., 2021). 
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Pentingnya tenaga pustakawan telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan perlunya pustakawan profesional sebagai 

syarat utama penyelenggaraan layanan perpustakaan yang efektif dan efisien. Namun, 

implementasi kebijakan tersebut di berbagai daerah, termasuk Kota Manado, masih menghadapi 

berbagai tantangan struktural dan fungsional. Salah satu tantangan mendasar adalah ketimpangan 

antara kebutuhan ideal tenaga pustakawan dengan kondisi riil di lapangan, baik dari aspek jumlah 

maupun kompetensi. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado sebagai lembaga teknis daerah yang 

bertanggung jawab atas layanan informasi publik, menghadapi keterbatasan dalam hal rekrutmen 

dan penempatan tenaga pustakawan. Berdasarkan data internal, jumlah pustakawan fungsional 

sangat minim dibandingkan kebutuhan layanan. Bahkan, sebagian besar tenaga yang mengisi 

jabatan fungsional merupakan hasil penyetaraan jabatan, bukan berasal dari latar belakang 

pendidikan ilmu perpustakaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas operasional dan 

layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada beban kerja 

pustakawan yang tidak proporsional. Satu pustakawan kerap merangkap berbagai tugas mulai dari 

pengolahan koleksi, layanan referensi, pendampingan kegiatan literasi, hingga kegiatan promosi 

budaya baca. Ketidakseimbangan ini menghambat inovasi layanan dan menurunkan kualitas 

interaksi pustakawan dengan pemustaka. Akibatnya, fungsi strategis perpustakaan sebagai agen 

literasi masyarakat kurang maksimal dalam pelaksanaannya (Atanda et al., 2021; Grossman et al., 

2023; Masengi et al., 2023). 

Selain aspek struktural dan teknis, tantangan pengelolaan tenaga pustakawan juga 

bersumber dari terbatasnya anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan 

pelatihan dan peningkatan kapasitas pustakawan sering kali tidak menjadi prioritas dalam 

penganggaran tahunan. Hal ini berdampak pada minimnya kompetensi adaptif pustakawan 

terhadap teknologi informasi dan layanan digital, yang sebenarnya sangat dibutuhkan di era 

transformasi digital saat ini (La Macchia, 2021a; Peng, 2019; Tumbel et al., 2023). 

Dalam konteks kebijakan kepegawaian, proses pengangkatan pegawai baru di lingkungan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan fungsional 

kepustakawanan. Keterbatasan formasi ASN dan dominasi kebutuhan administratif membuat 
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jabatan pustakawan kerap kali tidak menjadi prioritas. Kondisi ini menciptakan stagnasi regenerasi 

tenaga pustakawan serta mempersempit ruang pembaruan kualitas SDM (Ali et al., 2025; La 

Macchia, 2021b). 

Padahal, tantangan layanan perpustakaan daerah semakin kompleks. Masyarakat kini 

menuntut layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi. Pustakawan harus mampu 

bertransformasi menjadi fasilitator literasi digital dan pelatihan informasi, yang tidak hanya 

menyediakan koleksi fisik, tetapi juga mampu memandu pemustaka dalam memanfaatkan sumber 

daya informasi daring. Peran ini hanya dapat dijalankan oleh tenaga profesional yang dibekali 

dengan kompetensi khusus dan pengalaman praktik yang memadai (Balbin & Lascano, 2023; 

Soroya et al., 2024). 

Melihat urgensi tersebut, maka penting dilakukan analisis mendalam mengenai kondisi 

aktual, tantangan, dan peran pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. 

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual 

tenaga pustakawan, serta dampaknya terhadap layanan publik. Dengan demikian, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data. 

Secara lebih luas, artikel ini juga ingin menegaskan bahwa pengelolaan pustakawan bukan 

sekadar isu teknis birokrasi, tetapi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia 

berbasis informasi. Perpustakaan yang kuat memerlukan pustakawan yang profesional. Oleh 

karena itu, perencanaan, pengembangan, dan penilaian pustakawan perlu diposisikan sebagai 

elemen strategis dalam kebijakan pemerintahan daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk 

memahami secara mendalam kondisi aktual, tantangan, dan peran tenaga pustakawan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan 

realitas sosial secara holistik dan kontekstual, serta memberikan ruang bagi interpretasi makna 

berdasarkan pengalaman subjek. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi 

dinamika sosial, struktur organisasi, serta persepsi pustakawan dan pemustaka secara langsung di 

lapangan (Ashiq & Warraich, 2023; Gordon, 2021; Son, 2024). 
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Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, yang 

merupakan lembaga teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan informasi dan 

literasi publik. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: pertama, kondisi aktual tenaga 

pustakawan meliputi komposisi, latar belakang pendidikan, dan beban kerja; kedua, tantangan 

dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pustakawan termasuk kebijakan rekrutmen, anggaran, serta 

pelatihan; dan ketiga, peran pustakawan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aktivitas 

literasi, dan promosi budaya baca. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, 

observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang 

meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, pustakawan, dan pemustaka. Panduan 

wawancara disusun secara terbuka untuk memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas. 

Observasi dilakukan untuk mencatat interaksi pustakawan dengan pemustaka serta kondisi 

layanan yang tersedia. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti 

laporan kepegawaian, program literasi, dan kebijakan internal dinas. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles, Huberman, dan 

Saldana yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk 

narasi tematik untuk mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif 

dengan mengaitkan data lapangan terhadap teori manajemen sumber daya manusia dan standar 

kepustakawanan (Adetayo et al., 2023; Bahasoan et al., 2019; Begum & Habiba, 2023). 

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan empat kriteria validitas dari Lincoln dan 

Guba, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Triangulasi dilakukan 

dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Deskripsi konteks yang 

mendalam disajikan untuk meningkatkan transferability. Dependability dijaga dengan 

dokumentasi proses penelitian yang transparan, dan confirmability dicapai dengan menjaga 

objektivitas interpretasi peneliti terhadap temuan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan 

pustakawan di tingkat daerah (Kazemi Koohbanani et al., 2019; Lee, 2024; Sacchanand et al., 

2024). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Komposisi dan Jumlah Tenaga Pustakawan 

Komposisi tenaga pustakawan merupakan aspek fundamental yang memengaruhi 

efektivitas layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah 

pustakawan ideal dengan ketersediaan riil. Idealnya, untuk memenuhi standar nasional, 

perpustakaan harus memiliki pustakawan yang cukup sesuai dengan jumlah koleksi, luas layanan, 

dan jumlah pemustaka. 

Namun, data menunjukkan bahwa jumlah pustakawan yang diangkat secara fungsional 

masih sangat terbatas. Mayoritas tenaga diinstansi ini merupakan pegawai struktural atau 

pelaksana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kepustakawanan. Hal ini berdampak pada 

kualitas pelayanan, terutama dalam hal klasifikasi koleksi, layanan referensi, dan pembinaan 

pemustaka. 

Ketimpangan jumlah tenaga juga terlihat dari pembagian kerja yang tidak proporsional. 

Sejumlah pustakawan harus menangani berbagai fungsi sekaligus, mulai dari pengolahan bahan 

pustaka hingga layanan promosi literasi. Minimnya personel menyebabkan terjadinya overload 

pekerjaan, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi dan akurasi kerja. 

Kondisi tersebut diperparah dengan ketiadaan skema perencanaan tenaga pustakawan 

berbasis kebutuhan. Tidak terdapat perhitungan rasio pustakawan terhadap jumlah koleksi atau 

luas wilayah layanan. Akibatnya, rekrutmen tenaga cenderung dilakukan secara ad hoc dan tidak 

berbasis analisis kebutuhan. 

Rendahnya jumlah tenaga pustakawan juga berdampak pada ketidaktercapaian indikator 

kinerja layanan. Beberapa program strategis perpustakaan tidak dapat dijalankan secara optimal 

karena keterbatasan personel yang memahami aspek teknis layanan perpustakaan. Hal ini tentu 

menghambat misi literasi daerah yang diemban oleh perpustakaan. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera menyusun peta kebutuhan 

pustakawan secara komprehensif. Penataan komposisi tenaga harus menjadi prioritas dalam 

rangka mendukung terwujudnya perpustakaan sebagai pusat layanan informasi masyarakat yang 

profesional. 

2. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Pustakawan 
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Latar belakang pendidikan pustakawan menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan 

suatu perpustakaan dalam memberikan layanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado tidak berasal dari 

latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Sebagian besar merupakan pegawai administrasi 

yang dialihkan atau diangkat melalui proses penyetaraan jabatan. 

Akibatnya, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan koleksi, sistem 

klasifikasi, penggunaan OPAC, hingga teknik pelayanan pemustaka menjadi tidak optimal. 

Ketidaksesuaian ini bukan hanya berdampak pada keterbatasan layanan, tetapi juga pada akurasi 

pengolahan data koleksi dan efisiensi waktu kerja pustakawan. 

Lebih jauh, rendahnya kompetensi juga menyebabkan kurangnya inovasi layanan. 

Pustakawan tidak cukup siap menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan kebutuhan 

pemustaka di era informasi. Keterbatasan pemahaman tentang teknologi informasi membuat 

pustakawan tidak dapat mengembangkan layanan berbasis digital, padahal kebutuhan tersebut 

semakin mendesak. 

Masalah ini diperburuk oleh minimnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Tidak 

tersedia program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan terjadwal secara reguler. Padahal, 

dalam konteks pelayanan publik, pengembangan kompetensi merupakan elemen yang krusial 

untuk menjaga mutu dan daya saing institusi. 

Sebagai konsekuensinya, peran pustakawan menjadi pasif dan administratif semata. 

Pustakawan lebih sering terlibat dalam pekerjaan rutin dibandingkan pengembangan layanan 

inovatif. Hal ini sangat merugikan mengingat perpustakaan seharusnya menjadi institusi yang 

adaptif terhadap perubahan zaman. 

Solusi strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong pengangkatan pustakawan 

berdasarkan latar belakang pendidikan yang relevan, serta menyediakan pelatihan dan sertifikasi 

kompetensi pustakawan secara berkala. Upaya ini akan meningkatkan profesionalisme dan 

kemampuan adaptasi pustakawan dalam menjalankan peran strategisnya (Kine & Davidsone, 

2022b; Lo et al., 2019). 

3. Beban Kerja dan Tugas Berlapis Pustakawan 

Beban kerja pustakawan yang tidak proporsional menjadi masalah laten di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado. Dengan jumlah tenaga yang minim dan kompetensi 
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yang tidak seragam, banyak pustakawan dihadapkan pada tugas berlapis yang melampaui 

kapasitas peran ideal mereka. Satu orang pustakawan dapat menangani tiga hingga lima jenis 

tugas yang berbeda dalam satu waktu. 

Jenis tugas yang dirangkap meliputi pengolahan koleksi, layanan pemustaka, kegiatan 

promosi literasi, hingga pelaporan administrasi. Tumpang tindih tanggung jawab ini menyebabkan 

ketidakefisienan waktu kerja, penurunan kualitas layanan, serta kelelahan kerja yang tinggi. Dalam 

jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi kerja pustakawan (Aregbesola et al., 2024; 

Salubi & Majavu, 2024). 

Ketidakseimbangan beban kerja ini juga berdampak pada interaksi dengan pemustaka. 

Pustakawan yang terlalu sibuk dengan urusan administratif cenderung memiliki waktu terbatas 

untuk memberikan layanan yang bersifat edukatif atau konsultatif. Hal ini membuat pengalaman 

pemustaka menjadi kurang menyenangkan dan bersifat transaksional semata. 

Lebih jauh, pustakawan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun program literasi 

yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan literasi yang dilakukan cenderung sporadis dan tidak 

berbasis kebutuhan masyarakat. Ketiadaan fokus dalam perencanaan program menjadi tantangan 

tersendiri dalam meningkatkan peran sosial perpustakaan. 

Di sisi lain, beban kerja berlebih juga meningkatkan risiko kesalahan kerja, khususnya 

dalam proses klasifikasi dan katalogisasi koleksi. Kesalahan ini berdampak langsung pada sistem 

informasi koleksi yang digunakan pemustaka dalam mencari referensi. Hal ini menurunkan 

kepercayaan publik terhadap layanan perpustakaan. 

Solusi jangka menengah dan panjang yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 

analisis beban kerja sebagai dasar dalam pembagian tugas dan perencanaan penambahan SDM. 

Selain itu, pembentukan tim kerja khusus untuk setiap fungsi perpustakaan akan membantu 

distribusi tugas secara lebih proporsional. 

4. Tantangan Pengangkatan Pustakawan dan Keterbatasan Anggaran 

Salah satu faktor penyebab minimnya pustakawan profesional di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Manado adalah kebijakan pengangkatan pegawai yang belum berpihak pada 

kebutuhan fungsional. Dalam beberapa tahun terakhir, formasi ASN untuk pustakawan sangat 

terbatas dan tidak diutamakan dalam kebijakan rekrutmen daerah (Kiszl & Winkler, 2022; Lopez et 

al., 2023). 
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Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap 

pentingnya peran pustakawan dalam pembangunan literasi dan informasi publik. Pustakawan 

masih dianggap sebagai jabatan pelengkap dan bukan jabatan strategis. Persepsi ini menghambat 

upaya penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan. 

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala serius dalam pengelolaan tenaga 

pustakawan. Tidak hanya berpengaruh pada rekrutmen, tetapi juga membatasi pelaksanaan 

pelatihan, seminar, dan workshop yang penting untuk pengembangan kompetensi pustakawan. 

Akibatnya, pengembangan SDM menjadi stagnan. 

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada terbatasnya insentif atau tunjangan kinerja 

pustakawan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya motivasi dan komitmen kerja, terutama bagi 

pustakawan yang sudah menjalankan tugas melampaui tanggung jawab formal. Padahal, 

penghargaan terhadap kerja profesional merupakan elemen penting dalam manajemen SDM 

(Ajani et al., 2024; Vassilakaki & Moniarou-Papaconstaninou, 2023). 

Tidak adanya kebijakan khusus tentang pengembangan pustakawan dalam dokumen 

perencanaan strategis daerah juga menjadi kelemahan. Perpustakaan sering kali tidak dimasukkan 

dalam skala prioritas pembangunan daerah, sehingga penguatan pustakawan luput dari perhatian 

pembuat kebijakan. 

Oleh karena itu, perlu ada intervensi kebijakan yang lebih afirmatif dari pemerintah 

daerah. Pengangkatan pustakawan melalui jalur khusus, penyusunan peta jalan pengembangan 

SDM perpustakaan, serta alokasi anggaran khusus untuk penguatan kapasitas pustakawan perlu 

menjadi bagian integral dari agenda reformasi pelayanan publik berbasis literasi. 

5. Peran Strategis Pustakawan dalam Layanan dan Literasi 

Pustakawan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk budaya literasi 

masyarakat. Di era informasi, pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga 

sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat. Namun, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Manado, peran ini belum tergarap secara optimal (Lo & Stark, 2021; Saini, 2025; Serra & 

Revez, 2024). 

Sebagian besar aktivitas pustakawan masih bersifat administratif dan teknis, seperti 

pelabelan koleksi, pendataan kunjungan, serta pengarsipan. Kegiatan literasi yang bersifat 
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edukatif dan transformatif belum terprogram dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya 

ketimpangan antara fungsi ideal dan praktik aktual pustakawan. 

Minimnya interaksi aktif dengan pemustaka menyebabkan turunnya kualitas layanan 

perpustakaan sebagai ruang belajar. Pustakawan tidak secara aktif menginisiasi diskusi buku, 

pelatihan literasi digital, atau bimbingan informasi. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap 

literasi fungsional sangat tinggi, terutama di kalangan pelajar dan ibu rumah tangga. 

Transformasi digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah juga belum direspons secara 

adaptif oleh pustakawan. Pelayanan berbasis aplikasi, pemanfaatan e-book, serta kurasi informasi 

daring belum menjadi bagian dari layanan reguler. Hal ini menyebabkan perpustakaan kalah 

bersaing dengan sumber informasi digital lainnya (Downie & Proulx, 2022; Wang & Si, 2024). 

Masyarakat kini membutuhkan pustakawan yang mampu menjadi jembatan antara 

informasi dan kebutuhan praktis. Peran pustakawan sebagai "literacy navigator" sangat penting 

untuk membantu masyarakat memilah informasi, terutama di era maraknya hoaks dan 

disinformasi. Peran ini membutuhkan kompetensi komunikasi dan pedagogi yang kuat 

(Martzoukou, 2021; Seifi et al., 2020). 

Untuk itu, perlu ada redefinisi peran pustakawan dari sekadar pengelola koleksi menjadi 

agen literasi. Redefinisi ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas, penyusunan program 

literasi yang terarah, serta pembentukan jejaring kolaborasi pustakawan dengan komunitas 

literasi, sekolah, dan instansi pemerintah lainnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi 

kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian 

Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara 

masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya program khusus yang dirancang 

secara sistematis dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik belum berjalan efektif, 

di mana alur permintaan informasi tidak tersosialisasi dengan baik dan respons 

terhadap permintaan sering melampaui batas waktu yang ditentukan. 
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3. Kompetensi sumber daya manusia belum berkembang secara maksimal meskipun 

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, karena minimnya pelatihan, bimbingan 

teknis, serta tidak adanya sistem evaluasi yang terstruktur. 

4. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi masih sangat terbatas, baik 

dalam bentuk infrastruktur teknologi maupun ruang layanan, serta belum adanya akses 

bagi penyandang disabilitas. 

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan analisis tersebut, peneliti memberikan beberapa 

saran strategis yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah 

dalam meningkatkan efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik, yaitu: 

1. Pemerintah daerah perlu merancang dan menetapkan program prioritas terkait 

keterbukaan informasi publik, termasuk peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan 

efektif melalui berbagai media dan pendekatan komunitas. 

2. Penyusunan SOP yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat harus disertai 

dengan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin, guna memastikan konsistensi 

implementasi kebijakan di lapangan. 

3. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimtek secara 

berkala, serta menerapkan sistem evaluasi kinerja untuk menyesuaikan kebutuhan 

pengembangan kompetensi aparatur. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas, termasuk pengadaan 

perangkat teknologi, pembangunan ruang layanan informasi yang representatif, serta 

penyediaan aksesibilitas bagi kelompok difabel. 
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